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RINGKASAN

PEWARISAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIMILIKI PEWARIS
BERDASARKAN PERJANJIAN NOMINEE

Tanah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi setiap
manusia dalam menjalankan aktifitas dan melanjutkan kehidupannya sehari-hari.
Tidak dapat dipungkiri bahwa sejak manusia dilahirkan, hidup bahkan sampai
matipun erat kaitannya dengan tanah. Kedudukan tanah dalam era pembangunan
ini juga demikian, dimana setiap kegiatan pembangunan senantiasa memerlukan
tanah sehingga keinginan masyarakat untuk memiliki sebidang tanah pun semakin
meningkat.Mengingat pentingnya peranan tanah bagi kehidupan manusia, maka
penguasaan atas tanah dan kekayaan alam di Negara sebesar Indonesia banyak
menarik minat dari para investor baik itu dari dalam negeri maupun investor
asing.

Peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang ada saat ini
berlaku di Indonesia sesungguhnya telah mengatur secara jelas dan tegas hak-hak
atas tanah yang dapat dikuasai oleh orang asing. Secara umum dapat dinyatakan
bahwa orang asing dapat memiliki hak-hak atas tanah tertentu kecuali Hak Milik,
Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Usaha. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) secara tegas
menetapkan bahwa hanya WNI yang dapat memiliki hak milik atas tanah di
Indonesia. Dalam penjelasan Pasal 9 UUPA diuraikan bahwa hanya warga negara
Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.

Dalam praktek di lapangan ternyata banyak terjadi penguasaan tanah oleh
warga negara asing. Instrumen pengusaan tanah yang digunakan oleh warga
negara asing untuk mengikat Warga Negara Indonesia dalam sebuah perjanjian.
Dalam perjanjian tersebut penggunaan nama warga Negara Indonesia dilakukan
dengan cara mengatasnamakan tanah atau properti di Indonesia tersebut yang
sebenarnya adalah milik Warga Negara Asing menjadi atas nama orang
kepercayaannya, dan sebagai sarana pengaman bagi warga negara asing tersebut,
pihak warga negara Indonesia yang namanya digunakan sebagai orang yang
secara hukum memiliki tanah atau properti tersebut menanda-tangani suatu
perjanjian pengakuan bahwa tanah atau property tersebut bukanlah miliknya, dan
namanya hanya dipinjam saja. Perjanjian tersebut dikenal dengan nama Perjanjian
Nominee.

Perjanjian Nominee tersebut dapat membawa masalah di kemudian hari
jika Warga Negara Indonesia yang namanya dipinjam tersebut meninggal dunia.
Karena secara hukum pemilik tanah atau properti tersebut adalah warga negara
Indonesia yang namanya tertera pada sertifikat maka setelah ia meninggal dunia
maka tanah atau properti tersebut akan menjadi harta warisan bagi para ahli
warisnya.

Masih sedikitnya pemahaman tentang Perjanjian Nominee dan bagaimana
dampak yang akan ditimbulkan oleh perjanjian tersebut di kemudian hari
membuat muncul permasalahan yang saya akan kemukakan dalam penelitian ini
antara lain :



1) Bagaimana keabsahan dari Perjanjian Nominee yang dipergunakan oleh
Warga Negara Asing dalam kepemilikan tanah?

2) Bagaimana hak para ahli waris atas warisan berupa hak milik atas tanah
yang dimiliki pewaris dari Perjanjian Nominee?

Dari permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka
penulis menguraikan sebagai berikut, bahwa Keabsahan dari Perjanjian Nominee
menurut hukum yang berlaku di Indonesia adalah tidak memenuhi syarat obyektif
dari suatu perjanjian, yaitu adanya sebab yang dilarang oleh Undang-Undang.
Perjanjian Nominee merupakan suatu bentuk penyelendupan hukum karena
mengatasnamakan tanah yang sebenarnya milik Warga Negara Asing menjadi
milik Warga Negara Indonesia meskipun telah secara tegas dilarang oleh Undang-
Undang yang ada, sehingga perjanjian ini adalah batal mutlak atau dianggap tidak
pernah ada.

Pemilik yang sah dari suatu tanah hak milik yang kepemilikannya di
dasarkan atas Perjanjian Nominee menurut hukum yang berlaku di Indonesia
adalah yang namanya tertera di sertifikat kepemilikan. Apabila pemilik yang
namanya tertera pada sertifikat kepemilikan tersebut meninggal dunia maka tanah
hak milik tersebut menjadi harta warisan dan para ahli warisnya berhak atas tanah
tersebut.
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ABSTRAK

Peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang ada saat ini
berlaku di Indonesia sesungguhnya telah mengatur secara jelas dan tegas hak-hak
atas tanah yang dapat dikuasai oleh orang asing. Namun dalam praktek di
lapangan ternyata banyak terjadi penguasaan tanah oleh Warga Negara Asing
dengan mengikutsertakan Warga Negara Indonesia dalam suatu perjanjian
bernama Perjanjian Nominee. Secara formal kedudukan Warga Negara Indonesia
dalam akta yang dibuatnya tersebut adalah semu karena kepemilikan yang
sesungguhnya berada di tangan warga negara asing.Dalam perjanjian tersebut
penggunaan nama warga Negara Indonesia dilakukan dengan cara
mengatasnamakan tanah atau properti di Indonesia tersebut yang sebenarnya
adalah milik Warga Negara Asing menjadi atas nama orang kepercayaannya.
Perjanjian Nominee tersebut dapat membawa masalah di kemudian hari jika
Warga Negara Indonesia yang namanya tertera dalam sertifikat kepemilikan atas
tanah tersebut meninggal dunia.

Penulis dalam tesis ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut
tentang keabsahan dari Perjanjian Nominee yang dipergunakan oleh Warga
Negara Asing dalam kepemilikan tanah dan hak para ahli waris atas warisan
berupa hak milik atas tanah yang dimiliki pewaris dari Perjanjian Nominee

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif,
yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau
bahan hukum sekunder sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data
dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan
pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keabsahan dari Perjanjian Nominee
menurut hukum yang berlaku di Indonesia adalah tidak memenuhi syarat obyektif
dari suatu perjanjian, yaitu adanya sebab yang dilarang oleh Undang-Undang
sehingga perjanjian ini adalah batal mutlak atau dianggap tidak pernah ada.
Pemilik yang sah dari suatu tanah hak milik yang kepemilikannya di dasarkan atas
Perjanjian Nominee menurut hukum yang berlaku di Indonesia adalah yang
namanya tertera di sertifikat kepemilikan. Apabila pemilik yang namanya tertera
pada sertifikat kepemilikan tersebut meninggal dunia maka tanah hak milik
tersebut menjadi harta warisan dan para ahli warisnya berhak atas tanah tersebut.

Kata Kunci : Perjanjian Nominee, Pewarisan, Hak Atas Tanah
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ABSTRACT

Indonesian legislation concerning ownership of property and land is also
consisted about rights of strangers or foreigners in having land or property in
Indonesia. Practically, numerous lands and properties in Indonesia belong to
strangers or foreigners. They are enhancing an agreement with Indonesian citizen
named Nominee Agreement. Formally, the position of Indonesian citizen within
above mentioned deed is apparent since the ownership status is under the stranger
or foreigner. In this agreement, the name of Indonesian citizen is used only as
representative of stranger or foreigner within the legal deed. In other words,
Indonesian citizen name is used on behalf of stranger or foreigner within the deed.
Problem in related to Nominee Agreement that can be occurred is when the
Indonesian citizen name that is used to represent stranger or foreigner within legal
deed passed away.

The present thesis aims to elaborate coupled with examine further about
the validity of Nominee Agreement that is used by stranger or foreigner in owning
land or property. Moreover, the present thesis tries to elaborate the rights of heirs
regarding legacy in form of land or property as mentioned within Nominee
Agreement.

The method used in the present study is a normative legal research, namely
legal research which is conducted by examining the library materials or secondary
law while in finding and collecting the data is done by two approaches, namely
the law and conceptual approaches.

Result of the present thesis shows that legality of Nominee Agreement
according to the Indonesian legislation is not fulfilling the objective standard of an
agreement, since this kind of agreement is forbidden according to the Indonesian
legislation. Therefore this agreement can be regarded as absolute void or never
existed. The legal owner of land or property within Nominee Agreement according
to the Indonesian legislation is an individual that his or her name is written or
mentioned as the owner within the legal deed. When the owner which his/her
name is written within the deed is passed away, the land or property can be
regarded as state of inheritance and the heirs hold absolute rights to have it.

Keywords: Nominee Agreement, inheritance, Rights of land.
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BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1)

2)

Keabsahan dari Perjanjian Nominee menurut hukum yang berlaku di
Indonesia adalah tidak memenuhi syarat obyektif dari suatu perjanjian,
yaitu adanya sebab yang dilarang oleh Undang-Undang. Perjanjian
Nominee merupakan suatu bentuk penyelendupan hukum karena
mengatasnamakan tanah yang sebenarnya milik Warga Negara Asing
menjadi milik Warga Negara Indonesia meskipun telah secara tegas
dilarang oleh Undang-Undang yang ada, sehingga perjanjian ini adalah
batal mutlak atau dianggap tidak pernah ada.

Pemilik yang sah dari suatu tanah hak milik yang kepemilikannya di
dasarkan atas Perjanjian Nominee menurut hukum yang berlaku di
Indonesia adalah yang namanya tertera di sertifikat kepemilikan. Apabila
pemilik yang namanya tertera pada sertifikat kepemilikan tersebut
meninggal dunia maka tanah hak milik tersebut menjadi harta warisan dan

para ahli warisnya berhak atas tanah tersebut.

4.2. Saran

1)

Diperlukan adanya aturan tertulis yang lebih jelas mengenai larangan
Perjanjian Nominee atas kepemilikan tanah di Indonesia agar tidak timbul
kerugian bagi Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing

akibat tidak sahnya perjanjian teresbut.

80
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2) Masyarakat harus selalu memiliki sifat kehati-hatian terkait dengan hal-
hal yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan dalam bidang

pertanahan guna menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari.
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